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Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam perencanaan
Program Budaya Sekolah; pelaksanaan Rencana Kerja Budaya Sekolah;
pengawasan Budaya Sekolah, yang berfokus pada Manajemen Budaya
Sekolah Peneliti menggunakan metode deskriptif kaulitatif. Untuk mem-
peroleh hasil yang maksimal, peneliti menggunakan sample purposive dan
menggunakan tehnik penelitian sampel bola salju atau snowball sample.
Dari hasil penelitan yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (a)
SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan telah memiliki prosedur yang
baku dalam pengelolaan budaya sekolah, (b) dalam setiap penyusunan ren-
cana program budaya sekolah, selalu melibatkan seluruh warga sekolah,
termasuk siswa; (c) sebelum pelaksanaan program dijalankan, pihak pen-
gelola budaya sekolah memberikan sosialisasi yang cukup kepada seluruh
siswa; dan (d) dalam pengawasan budaya sekolah, dijalankan secara berla-
pis dari guru, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dan
pengawas sekolah.

Abstract

This study was conducted because of SMP Negeri 1 Kajen Pekalongan has estab-
lished standard procedures and the management of the school culture. The research
was conducted with the hopeto provide input and advice toother schools in the district
Pekalongan in order to improve thequality of education. This study uses descriptive
kaulitatif. From the results of research conducted, obtained the following results: (a)
SMP Negeri 1 Kajen Pekalongan have standard procedures in the management of
the school culture, (b) In any school cultural program planning, always in volves the
entireschool community, including students, (c) before the program starts, the man-
ager of the school culture providead equate socialization to all students; (d) under
the supervision of the school culture, executedin layer sof teachers, vice-principals,
principals, school committees and school superintendent.
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Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan
suatu proses yang terintegrasi dengan pening-
katan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.
Menyadari pentingnya proses peningkatan kuali-
tas sumber daya manusia, maka pemerintah telah
berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui
berbagai usaha pembangunan pendidikan yang
lebih berkualitas melalui pengembangan dan per-
baikan: kurikulum dan sistim evaluasi, perbaikan
sarana dan prasarana pendidikan, pengemban-
gan dan pengadaan materi ajar, pelatihan bagi
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, men-
jalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
kerja, stakeholder, pembangunan fisik gedung,
maupun pemberian bantuan operasional sekolah;
serta penyempurnaan profesionalisme manaje-
men pendidikan yang masih rendah.

Agar mutu pendidikan terjaga dan proses
peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus
ada standar yang diatur dan disepakati secara
nasional untuk dijadikan indikator evaluasi ke-
berhasilan peningkatan mutu pendidikan, yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang 8 (delapan) Standar Na-
sional Pendidikan.

Dari delapan Standar Pendidikan Nasio-
nal tersebut, penulis berminat untuk mengkaji/
menganalisis tentang Standar Pengelolaan Pendi-
dikan, yang oleh pemerintah dituangkan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repub-
lik Indonesia (Permendiknas) Nomor 19 Tahun
2007, tertanggal 23 Mei 2007 yang berisi tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendiknas nomor 19 tahun 2007 terse-
but, berisi tentang: a) Perencanaan Program; b).
Pelaksanaan Rencana Kerja; ¢). Pengawasan dan
evaluasi; d). Kepemimpinan Sekolah e). Sistim
Informasi Manajemen; dan f). Penilaian Khusus.
Adapun pada Pelaksanaan Rencana Kerja dija-
barkan menjadi sepuluh materi kegiatan, meli-
puti: 1. Pedoman Sekolah ; 2. Struktur Organi-
sasi Sekolah; 3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah;
4. Bidang Kesiswaan; 5. Bidang Kurikulum dan
Kegiatan Pembelajaran; 6. Bidang Sarana dan
Prasarana; 7. Bidang Keuangan dan Pembiayaan;
8. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 9.
Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah;
10. Bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah.
Mengingat banyaknya cakupan materi pada Per-
mendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Stan-
dar Pengelolaan Pendidikan maka penelitian ini
hanya mengkaji/menganalisis secara mendalam
pada: a) Perencanaan Program Budaya Sekolah;

b). Pelaksanaan Rencana Kerja Budaya Sekolah;
c). Pengawasan Budaya Sekolah, yang berfokus
pada Manajemen Budaya Sekolah, yang men-
gambil latar/seting penelitian di SMP Negeri 1
Kajen Kabupaten Pekalongan.

Dari hasil studi pendahuluan dapat disam-
paikan hal-hal yang menarik yang dimiliki SMP
Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan yang
berkaitan dengan Budaya Sekolah yang terdapat
pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, agar
tercipta suasana, iklim, dan lingkungan yang kon-
dusif untuk pembelajaran yang efisien dan efisien
adalah sebagai berikut: 1) Budaya jabat-tangan;
2) Budaya Bersih Jumat Pagi atau BERJUMPA;
3) Budaya berkomunikasi dengan bahasa Jawa
dan bahasa Inggris dilaksanakan pada hari-hari
tertentu. Hal menarik lain yang menjadi alasan
penulis meneliti Budaya Sekolah adalah; 1) da-
lam penyusunan perencanaan siswa dilibatkan
secara penuh; 2) pengelola sekolah mempunyai
prosedur-prosedur yang baik dan baku; 3) penge-
lola sekolah mempunyai sistem manajemen bu-
daya sekolah yang sangat baik sehingga seluruh
program budaya sekolah dapat berjalan secara
efektif dan efisien.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kualitatif yang sifatnya
deskriptif analitik. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang dimaksudkan untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain dengan menggunakan
latar alamiah, dengan mauksud menafsirkan fe-
nomena yang terjadi dan dilakukan dengan ja-
lan melibatkan berbagai metode yang ada. Data
yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah
data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu
yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksa-
naan, dan pengawasan budaya sekolah di SMP
Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan.Lofiand
dan Lofland dalam Moleong (2010:157) mene-
gaskan bahwa “karakteristik data primer adalah
dalam bentuk kata-kata atau ucapan-ucapan lisan
dan perilaku manusia. Sedangkan data sekunder
bersumber dari dokumen-dokumen dan foto-foto
yang dapat digunakan sebagai pelengkap data
primer.” Dalam penelitian ini, peneliti menetap-
kan prosedur samplingpurposive, di mana yang
dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-
orang yang akan diobservasi atau diwawancarai.
Dengan teknik sampling purposive, maka ditetap-
kan informan sebagai sumber data dalam pen-
elitian adalah kepala sekolah, guru, tata usaha,
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karyawan, komite sekolah, pengawas sekolah,
dan siswa. Dalam penelitian deskriptif kualita-
tif ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis teknik
yang dalam mengumpulkan data, diantaranya:
1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumenta-
si atau data-data. Keabsahan data adalah bentuk
batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa
yang berukur benar-benar merupakan variabel
yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat
dicapai dengan proses pengumpulan data yang
tepat. Dalam penelitian ini penulis memilih den-
gan proses triangulasi. Adapun jenis-jenis meto-
de triangulasi, yang digunakan dalam penelitian
ini, antara lain: a) triangulasi data; b) triangulasi
teori; ¢) triangulasi metode. Dalam penelitian ini,
peneliti melakukan metode wawancara yang di-
tunjang dengan metode observasi pada saat wa-
wancara dilakukan. Dan dalam tehnik analisis
data, digunakan acuan teori yang dikemukakan
oleh Miles dan Huberman (1992:21-23) menye-
butkan bahwa: “Analisis deskriptif dilaksanakan
melalui 4 (empat) alur kegiatan yang saling ber-
kaitan satu dengan yang lainnya. Empat alur ke-
giatan itu adalah: 1) pengumpulan data, 2) reduk-
si data, 3) penyajian data, dan 4) kesimpulan atau
verifikasi. Selain itu juga berupaya menganalisis
atau membandingkan dengan teori-teori yang su-
dah ada. Kalau sudah sesuai dengan teori yang
ada maka dinamakan ada kesesuaian. Sedangkan
kalau ada perbedaan dan sudah dilakukan penge-
cekan berulang-ulang maka menimbulkan teori
baru.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Perencanaan Budaya Sekolah
Langkah pertama dalam Manajemen Bu-
daya Sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten
Pekalongan adalah adanya prosedur perenca-
naan budaya sekolah, langkah-langkah dalam ta-
hap perencanaan budaya sekolah, penulis mem-
peroleh informasi dari kepala sekolah dan wakil
kepala sekolah bidang kurikulum yang hasilnya
dapat dipaparkan sebagai berikut: (a) kepala se-
kolah membentuk panitia penyusun rencana
program, yang terdiri dari kepala sekolah, wakil
kepala sekolah bidang: kurikulum, kesiswaan, sa-
rana prasarana, dan humas serta komite sekolah;
(b) panita merancang program tahunan berdasar-
kan masukan dari siswa, guru dan staf tata usaha
yang terkait dengan bidang masing-masing; (c)
setelah rencana program tersusun, kemudian
pada awal tahun pelajaran baru, draf rencana
program tersebut “dibedhah” dalam forum rapat
dewan guru dan staf tata usaha; (d) setelah pro-
gram-program tersebut disetujui semua pihak,
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selanjutnya diadakan rapat pleno penyusunan
rencana program dengan pengurus komite seko-
lah; (e) selanjutnya rencana program dimintakan
persetujuan kepala sekolah dan Ketua komite
sekolah; (f) selanjutnya dimintakan rekomendasi
kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan
kabupaten Pekalongan; dan (g) rencana program
menjadi dokumen program sekolah.

Dari deskripsi di atas dapat dikemukakan
bahwa dalam penyusunan perencanaan budaya
sekolah, pihak pengelola SMP Negeri 1 Kajen
Kabupaten Pekalongan sudah berusaha menem-
puh prosedur yang seharusnya dan melibatkan
seluruh warga sekolah seperti: wakil kepala se-
kolah, guru, karyawan, dan siswa serta komite
sekolah. Dan penyusunan perencanaan budaya
sekolah juga disampaikan kepada kepala dinas
pendidikan kabupaten Pekalongan. Perenca-
naaan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen
Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan te-
muannya, Haryati (2011:309), di mana penyusu-
nan perencaaan merupakan langkah awal dalam
sebuah pengelolaan dalam penyusunan sebuah
program kerja sekolah. Dalam perencanaan pe-
nyusunan rencana sekolah, pengelola melibatkan
seluruh warga sekolah, seperti: kepala sekolah/
wakil kepala sekolah, guru, penanggung jawab
program, dan komite sekolah. Dalam penyusu-
nan rencana program sekolah, pengelola sekolah
menempuh beberapa tahapan sehingga program
sekolah dapat tersusun dengan lengkap. Dan
pada pada tahap akhir penyusunan, program
rencana kegiatan sekolah disyahkan oleh kepa-
la sekolah dan komite sekolah. Peran dan fungsi
komite dalam penyusunan program budaya seko-
lah di pengelola SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten
Pekalongan dapat berjalan dengan baik, di mana
komite sekolah tidak hanya disodori program
yang sudah diplenokan untuk dimintakan tanda
tangan sebagai bukti pengesahan anggaran teta-
pi komite sekolah ikut serta di dalam rapat pleno
penyusunan program, dan komite sekolah dapat
menolak atau tidak menyetujui program sekolah
kalau dipandang tidak sesuai dengan harapan
yang diinginkan komite sekolah.Hal ini sudah
sesuai dengan fungsi dan peran komite sekolah
seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
044/U/2002.

Pelaksanaan Budaya Sekolah di SMP Negeri 1

Kajen Kabupaten Pekalongan

Prosedur Pelaksanaan Budaya Jabat Tangan
Berdasarkan observasi dan informasi yang

diperoleh dari kepala sekolah yang dipertegas

oleh Noor Harjanto, selaku wakil kepala sekolah



Pono Raharjo/ Educational Management 2 (1) (2013)

bidang kesiswaan dan diperkuat oleh Heksa Juli-
an S.D., selaku ketua OSIS juga diperkuat oleh Ir-
cham Junaedi, selaku ketua komite sekolah mem-
berikan gambaran tentang prosedur pelaksanaan
budaya ‘Jabat Tangan’ yang dilaksanakan di SMP
Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sebagai
berikut: (a) setelah mendapat surat tugas, wakil
kepala bidang kurikulum menyusun program
kerja tentang maksud dan tujuan diadakannya
program, manfaat, tata cara, sanksi, dsb., sambil
meminta masukan dari beberapa siswa; (b) sete-
lah kepala sekolah menyetujui rencana program
tersebut, wakasek bidang kurikulum menyiapkan
diri untuk mempresentasikan saat rapat pleno pe-
nyusunan program,; (c) kepala sekolah mengada-
kan dan memimpin rapat pleno penyusunan pro-
gram; (d) di dalam rapat pleno, wakasek bidang
kurikulum mempresentasikan programnya untuk
mendapatkan masukan dari peserta rapat, di an-
taranya: wakasek-wakasek yang lain, guru-guru,
dan karyawan; (f) setelah program direvisi sede-
mikian rupa, wakasek bidang kurikulum meny-
erahkan program kerja ke kepala sekolah untuk
minta tanda tangan sebagai tanda persetujuan;
(g) setelah kepala sekolah setujui program kerja,
kemudian wakasek bidang kurikulum meminta
persetujuan komite sekolah; (h) setelah kepala
sekolah dan komite sekolah menyetujui, maka
tinggal menunggu waktu pelaksanaan; (i) sebe-
lum program dilaksanakan, guru wali kelas men-
gadakan sosialisasi ke seluruh siswa, (j) setelah
selesai pelaksanaan program, dan setiap akhir pe-
laksanaan, wakasek kurikulum meminta laporan
dari guru piket dan wali kelas sebagai bahan eva-
luasi; (k) setelah evaluasi selesai, wakasek bidang
kurikulum menyusun laporan pertanggungjawa-
ban yang kemudian laporan tersebut diserahkan
ke kepala sekolah.

Pelaksanaan budaya jabat tangan di SMP
Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan lebih
baik jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip
penyusunan program kerja yang dikeluarkan
oleh Departemen Pendidikan Nasional (2008:
6) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang ha-
rus diperhatikan dalam menyusun program kerja
rintisan SBI salah satunya adalah “disusun ber-
sama oleh warga sekolah yang mencakup kepala
sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah.
karena penyusunan program budaya jabat tangan
para peserta didik juga dilibatkan sehingga para
peserta didik merasa ikut bertanggung jawab me-
nyukseskan program budaya tersebut.

Pelaksanaan budaya jabat tangan di SMP
Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah se-
suai dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007
dan panduan BOS (2011:15-16) karena prosedur

budaya jabat tangan juga melaksanakan kegiatan-
kegiatan, seperti: (a) setiap ada kegiatan maka
petugas penanggung jawab kegiatan harus memi-
liki surat tugas yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang; (b) setelah memperoleh surat tugas,
penanggung jawab kegiatan membuat proposal
atau rencana kerja; (c¢) dengan dibantu petugas
yang lain, penanggung jawab kegiatan melaksa-
nakan program; (d) setelah selesai melaksanakan
program, penanggung jawab kegiatan membuat
laporan pertanggungjawaban.

Prosedur Pelaksanaan Budaya Bersih Jumat
Pagi atau “BERJUMPA”

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan
budaya bersih Jumat pagi atau “BERJUMPA”
penulis menghimpun informasi dari kepala se-
kolah, Haryadi selaku waka sarana prasarana,
Heksa Julianselaku ketua OSIS, Ircham Junaedi
selaku ketua komite sekolah yang menyimpulkan
bahwa: (a) setelah mendapat surat tugas, wakil
kepala bidang sarpras menyusun program kerja
sambil meminta masukan dari beberapa siswa;
(b) kemudian wakasek sarpras menyerahkan ke
kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dan
persetujuan; (c) setelah kepala sekolah menyetu-
jul rencana program tersebut, wakasek bidang
sarpras menyiapkan diri untuk mempresentasi-
kan saat rapat pleno penyusunan program; (d) di
dalam rapat pleno, wakasek bidang sarpras mem-
presentasikan programnya untuk mendapatkan
masukan dari peserta rapat; (e) setelah menda-
patkan masukan-masukan dari peserta rapat ple-
no, kemudian wakasek sarpras menyempurnakan
programnya; (f) setelah program direvisi sedemi-
kian rupa, wakasek bidang sarpras menyerahkan
program kerja ke kepala sekolah dan komite se-
kolah untuk minta tanda tangan sebagai tanda
persetujuan; (g) setelah kepala sekolah dan komi-
te sekolah menyetujui, maka tinggal menunggu
waktu pelaksanaan; (h) sebelum program dilak-
sanakan, guru wali kelas mengadakan sosialisa-
si ke seluruh siswa, (i) setiap akhir pelaksanaan,
wakasek sarpras meminta laporan dari guru piket
dan wali kelas sebagai bahan evaluasi; (j) waka-
sek bidang sarpras menyusun laporan pertang-
gungjawaban yang kemudian laporan tersebut
diserahkan ke kepala sekolah.

Dari deskrisi di atas dapat penulis sampai-
kan bahwa dalam prosedur pelaksanaan budaya
bersih Jumat pagi atau “BERJUMPA”, pengelola
SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan me-
libatkan seluruh warga sekolah. Hal ini nampak
ketika wakil kepala sekolah menyusun rencana
program sekolah, penyusunan ini akan menda-
patkan masukan dan ide-ide baru dari warga se-
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kolah lainnya, seperti: kepala sekolah, wakasek
lainnya, guru dan karyawan, komite sekolah,
bahkan para siswa yang akan menjadi objek se-
kaligus sobjek pelaksanaan prosedur pelaksanaan
budaya bersih Jumat pagi atau “BERJUMPA”
juga dilibatkan. Dengan demikian program bu-
daya bersih Jumat pagi atau “BERJUMPA” ini
akan manjadi program yang lebih baik.

Pelaksanaan budaya Bersih Jumat Pagi
atau “BERJUMPA” di SMP Negeri 1 Kajen Ka-
bupaten Pekalongan lebih baik jika dibanding-
kan dengan prinsip-prinsip penyusunan program
kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Pen-
didikan Nasional (2008:6) menyebutkan bahwa
prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam
menyusun program kerja rintisan SBI salah satu-
nya adalah “disusun bersama oleh warga sekolah
yang mencakup kepala sekolah, guru, karyawan
dan komite sekolah. karena penyusunan pro-
gram budaya Bersih Jumat Pagi atau “BERJUM-
PA” para peserta didik juga dilibatkan sehingga
para peserta didik merasa ikut bertanggung jawab
menyukseskan program budaya tersebut sesuai
dengan motto Kabupaten Pekalongan sebagai
kota SANTRI (Sehat, Aman, Nyaman, Tertib,
Rapi dan Indah). Pelaksanaan budaya Bersih Ju-
mat Pagi atau “BERJUMPA” di SMP Negeri 1
Kajen Kabupaten Pekalongan sudah sesuai den-
gan panduan BOS (2011:15-16) karena prosedur
budaya Bersih Jumat Pagi atau “BERJUMPA”
juga melaksanakan kegiatan-kegiatan, seperti: 1)
setiap ada kegiatan maka petugas penanggung
jawab kegiatan harus memiliki surat tugas yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang; 2) sete-
lah memperoleh surat tugas, penanggung jawab
kegiatan membuat proposal atau rencana kerja;
3) dengan dibantu petugas yang lain, penanggung
jawab kegiatan melaksanakan program; 4) sete-
lah selesai melaksanakan program, penanggung
jawab kegiatan membuat laporan pertanggungja-
waban; 5) laporan pertanggungjawaban diperik-
san oleh minimal 2 (dua) pejabat di atasnya.

Pengawasan Budaya Sekolah di SMP Negeri 1
Kajen Kabupaten Pekalongan

Data tentang prosedur pengawasan buda-
ya sekolahyang dilakukan oleh guru di SMP Ne-
geri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan dapat dihim-
pun dari informan Haryadi, selaku guru bidang
studi yang diperkuat oleh Noor Harjanto selaku
wakasek, Pramudarno selaku kepala sekolah, Ke-
lik Suwarnoselaku pengawas sekolah yang dapat
disimpulkan bahwaprosedur pengawasan budaya
yang diselenggarakan SMP Negeri 1 Kajen Pe-
kalongan adalah sebagai berikut: (a) guru baik
guru wali kelas, guru piket, guru bidang studi,

maupun guru BP melakukan pencatatan sebagai
bukti adanya pelaksanaan budaya sekolah; (b)
catatan-catatan tersebut diserahkan ke wakil ke-
pala sekolah kemudian wakil kepala sekolah me-
nyusun catatan tersebut menjadi laporan sebagai
bukti pelaksanaan budaya sekolah ke kepala se-
kolah, (c) kepala sekolah menerima la-poran dari
wakil kepala sekolah kemudian mempelajarinya,
kemudian laporan dari wakil kepala sekolah ter-
sebut ditandatangani sebagai laporan pertang-
gungja-waban, (d) laporan pertanggungjawaban
yang sudah disusun rapi tersebut diserah-kan ke
komite sekolah, (e) komite sekolah menerima la-
poran pertanggungjawaban yang diserahkan oleh
kepala sekolah untuk dipelajari. Setelah laporan
disetujui, komite sekolah menandatangi laporan
pertanggungjawaban sebagai bentuk penge-sahan
dalam pengawasan, (f) laporan yang sudah disy-
ahkan kepala sekolah dan komite sekolah, kemu-
dian diserahkan kepada dinas pendidikan sebagai
laporan pertanggung jawaban dan diserahkan ke
pengawas sekolah, (g) pengawas sekolah mene-
rima laporan pertangungjawaban kemudian di-
pelajari seperlunya, kemudian laporan pertang-
gungjawaban tersebut digunakan sabagai salah
satu dasar dalam penilaian kinerja atau DP3 ke-
pala sekolah.

Dari data-data di atas maka dapat disim-
pulkan bahwa pengawasan budaya sekolah di
SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan
sudah sesuai dengan Panduan BOS (2011:15-
16) dan Tilaar (2006:64), di mana setiap kegia-
tan yang dilaksanakan berdasarkan dengan surat
tugas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
yang digunakan sebagai landasan untuk mela-
kukan tugas dan kewajiban oleh petugas yang
ditunjuk sehingga petugas melakukan pekerjaan
sesuai dengan surat tugas yang telah diterima-
nya. Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas
atau penanggung jawab kegiatan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban. Adanya laporan
pertanggungjawaban yang disusun dari guru pe-
laksanakan kegiatan, wakil kepala sekolah dan
kepala sekolah menunjukkan adanya sistem
pengawasan yang memadahi, di mana pengawa-
san suatu kegiatan tidak hanya dilakukan oleh 1
(satu) pihak saja tetapi minimal oleh 2 (dua) pe-
jabat diatasnya, sehingga pengawasan dapat ber-
fungsi secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui dan menghindari adanya kegiatan-
kegiatan yang tidak dapat berjalan seperti yang
sudah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan
adanya pengawasan yang baik, maka segala ben-
tuk kesalahan atau kekurangan dalam rogram
dapat dievaluasi dan dibenahi dalam kegiatan di
tahun-tahun berikutnya.
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Simpulan

Prosedur perencanaan budaya sekolah di
SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan su-
dah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat
dalam penyusunan perencanaan budaya sekolah
di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan
sudah sesuai dengan perencanaan yang ditentu-
kan dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007,
di mana baik prosedur maupun warga sekolah
yang terlibat dalam perencanaan budaya seko-
lah sudah berjalan dan berfungsi dengan baik.
Prosedur pelaksanaan budaya sekolah di SMP
Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah
berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi kare-
na pelaksanaan budaya sekolah di SMP Negeri
1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah direnca-
nakan dengan prosedural/sistematis, sehingga
pelaksanaannya pun tinggal menjalankan sesuai
dengan ketentuan dan kriteria yang sudah ditu-
ang dalam program kerja. Prosedur pengawasan
budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupa-
ten Pekalongan sudah berjalan dengan baik. Hal
ini dapat terlihat adanya prosedur-prosedur yang
sudah baik, di mana dengan adanya prosedur-
prosedur yang baik maka fungsi pengawasan da-
pat berjalan dengan baik. Meskipun di sana-sini
masih dijumpai adanya kekurangan atau kendala
dalam pengelolaan budaya sekolah, tetapi den-
gan adanya evaluasi yang dilaksanakan secara
periodik, maka pengelolaan akan bartambah baik
dan sempurna untuk setiap tahunnya.
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